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Bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat melalui sistem kredit diwajibkan untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses pemberian kredit guna mengantisipasi
kemungkinan risiko kredit salah satunya dengan mewajibkan adanya jaminan kebendaan atas kredit yang
diterima debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV11/2019 tentang Jaminan Fidusia
menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap perjanjian kredit perbankan. Pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan MK tersebut terhadap perjanjian
kredit bank dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi bank dalam mitigasi resiko kredit yang timbul
pasca putusan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis—normatif dengan analisis studi
kepustakaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dampak putusan MK tersebut berpengaruh terhadap
keberlangsungan aktivitas perbankan yaitu pada pemberian kredit. Apabila debitur tidak mengakui telah
terjadinya keadaan wanprestasi dan tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, Bank dalam
mendapatkan pembayaran kembali kreditnya harus melakukan eksekusi jaminan fidusia dengan titel
eksekutorial melalui mekanisme pengadilan. Proses eksekusi tersebut dapat menyebabkan ketidakefisienan
dalam berbisnis dan akan berpengaruh terhadap equitas perekonomian bank. Bank tidak lagi memiliki
kewenangan untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi tanpa melalui mekanisme pengadilan apabila
debitur tidak mengakui dirinya telah wanprestasi. Selanjutnya upaya bank dalam memitigasi risiko yang
timbul tersebut adalah dengan menerapkan sistem mang emen risiko dan customer due diligence secara
sistematis dan komprehensif. Bank diwajibkan untuk memiliki pedoman internal berdasarkan POJK No.
42/POJK.03/2017 yang meliputi penerapan prinsip kehati-hatian serta bank dalam membuat perjanjian
kredit harus memuat klausul-klausul yang memuat kepentingan bisnis secara jelas dan terang sehingga dapat
terhindar dari kerugian.

...... Bank as afinancial institution, which isinvolved with lending money to society, is required to apply the
prudential principle before providing credit facilities to anticipate any potential risk, in one particular,
requires the customer to put up collateral as additional security for performance of principal obligation.
Constitution Court Decision Number 18/PUU-XV11/2019 concerning Fiduciary Security Law caused some
legal consequences to bank |oan agreements. The main problem in this study is how are the legal
consequences of that constitutional court decision to bank loan agreement and how the bank mitigates
possible risk to counter that legal consequences. The author uses juridical-normative research methods with
literature data analysis. The results of the study concluded that Constitution Court Decision Number
18/PUU-XV11/2019 has an impact on the bank in lending activities. Bank is no longer able to execute
collateral material bonded by the fiduciary security immediately without the need to obtain a court judgment
or parate execute if the debtor won’'t admit on an event of default and has raised an objection to surrender
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the fiduciary object voluntarily. This decree will affect ineffective business and bank’s economic value of
equity. To mitigate potential risk, the bank applies risk management principles and customer due diligence
with comprehensive and systematic. A bank should have an internal policy based on POJK Number
42/POJK.03/2017 that requires the application of prudential principle and in created loan agreement should
contain detailed and comprehensive provisions regarding events of default and the consequences thereof.



